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IKHTISAR EKSEKUTTF

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang

dilaksanakan dalam rangra reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang

bersih dan bebas dari kliN, ;;"i"gkatnya kualitas pelayanan publik. .kepada

masyarakat, dan meningk"i"V" k"plSt"i 4"1 akuntabilitas kinerja birokrasi'

p;;;;"d;'"k*tabititas'ini 
- 

Jit'"f."ndX"n dengan penerapan Sistem. Akuntabilitas

kr""rl" iil";.i iemerintan'(Sniipl V"ng dituaigkan dalam Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah (LKIP), sebagairi"." oii"Lxt"'d dalai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014

i"iiilitg P"tt.Jrrrernis-peOa.ii'" ri*'i", Pelaporan Kineria dan Tata Cara Reviu

Atas Liporan Kinerja lnstansi Pemerintah'

Untuk mengetahui sejauh mana Instansi Pemerintah mengimplementasikan

Sistem Akuntabilitas Kineria ii.i"n.i i"r"rintah. (sAKlP)-nya, serta sekaligus untuk

mendorong adanya p"ninli"i"n-[inerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan

suatu evaluasi imptement5si serrp. Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan dapat

mendorong instansi p"r"l,int"n'Oi pusat din daerah untuk secara konsisten

meningkatkan imptementasi sArte-ny" dan _mewujudkan capaian kinerja (hasil)

il;i#i.yr;;"r"i vrng diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD'

Pencapaian indikator kinerja pada seluruh. sasaran secara umum sudah baik'

capaian ;;;;;r" yang uaik iio'['ng oleh rangkaian program dan kegiatan yang

."J"r" ,r* tetan teriat<sana dengai baik, namun demikian sasaran strategis yang

i["p"i J"i", t<itegori sangat baik 
-pun 

bukan sesuatu yang optimal'

Penilaian terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kineria' Pelaporan

Kineria dan Evaluasi lnternal terkait dengan penerapan Sistem AKIP pada instansi

pemerintah, sedangkan yang terkait Oengari pencapaian kinerja' tertuang dalam

;;ilr;;; L"por"n- *ne4a 
-maupun 

daiam.'dokumen lainnya Penilaian atas

p"...p"|r. ri*rja disajikan dalam Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah, maupun

dokumen Pendukung lainnYa.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

tungsi yaij dipetcayat an kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Hal terpenting y"nf iii"truftn dalam, penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan ";il"ti ';'d 
pengungkapan (disclosure) secara memadai

'nasi 
analisis terhadap pengukuran kinerja'

HaliniyangmendasaridilaksanakanmonitoringdanevaluasiatasLaporanKinerja
init"n.ip"it"rintah (LKIP) dengan tujuan untuk.:

a. Membantu penyetenggaiaa;;itd" akuntabilitas kinerja instansi pemerintah'

b. Memberikan t<eyaxinari Liurt". ,"ng"n"i akurasi, keandalan,. dan keabsahan
- 

Jrt.ii"i"rrasi kinerja r".t"n"i iemerin-tah sehingga dapat menghasilkan Laporan

Kinerja yang berkualitas. , - - -_r^^_i -^^n-r a{ao rzi

". fr1".b"iiX"i informasi 
-kinerja 

yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnYa dicaPai,

d. sebagai upaya peroaitin blrkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanYa.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi Monitoring dan Evaluasi' 
a. UnAang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan D"11h1.,
b. peratuian pemerintah Nomor 7g Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemblnaan

Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. peraturai pemerintah Uomor A Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja lnstansi Pemerintah;
d. peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang sistem Kinerja

Akuntabilitas lnstansi Pemerintah;

". 
;j;;;t,,dMenieii Fenoayagunaan Aparatur Negara Dan R.eformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 Tenting petunjuk Teknis Perjanjianl(inerja, Pelaporan

kineria Oan Tata Cara Reviu Aias Laporan Kinerja lnstansil-"I"-1ll?I,--
f. ieraiuran Menteri p"na"y"grn""n Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

nepuurixlndonesiaNomor-l2tahun20l5TentangPedomanEvaluasiAtas
imilementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lns]ansi Pemerintah;

g. irogr", Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) lnspektorat Provinsi Banten

Tahun 2021;
h.SuratPerintahTugaslnspekturProvinsiBantenNomor:800/63-

inipertorau2o2l Tanigal ,t6 Februari 2021 untuk melakukan monitoring dan

uriuiri Laporan rnsiinsi pemerintah organisasi Perangkat Daerah (LKIP-

OPD) Provinsi Banten Tahun 2020'

B. Latar Belakang Monitoring dan Evaluasi

Latar belakang dilaksanakannya monitoring. dan evaluasi atas Laporan

eiuntanititas Kinerja lnstansi pemerintah (LKIP) pada Dinas Perumahan,Rakyat

aan rr*asan Permukiman Provinsi Banten yaitu untuk mengetahui sejauh mana

p"ncapaianakuntabilitaskinerjainstansipemerintah(AKIP)sertapenerapan
Sistem Akuntauititas iinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) pada. masing-masing

opo oi lingkungan iem6rintan provinsi Banten, dalam rangka mewujudkan

optimalisasi-capalan kinerja sesuai yang diamanatkan didalam Renstra OPD

C. Tujuan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi .-.- i;jr;;-;;itoring dan ivituasi Laporan Kinerja.tnstan-si P^emerintah {LKIP)

uniuk OpD Provinsi Binten Tahun )OZO paaa pada Dinas Perumahan Rakyat

danKawasanPermukimanProvinsiBantenadalahsebagaiberikut:
1. Menilai akuntabilitas kinerja OPD;

2. Memberikan saran perbiixan untuk peningkatan kinerja dan penguatan

akuntabilitas instansi pemerintah'

3.Memonitortindaklanjutrekomendasihasilevaluasiperiodesebelumnya.

D. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi-' 
frrfonit6ring 

-dan 
evaluasi diiaksanakan terhadap 2 (dua) unsur penilaian utama'

yang mefputi xorpon"n o"sar Akuntabiltas Kineria lntansi -Pemerintah 
(AKIP)

l"rti 
".p6f 

inOit<atbi feUeihasilan kinerja terhadap capaian Akuntabiltas Kinerja

lntansi Pemerintah, yang terdiri dari:

1. penilaian terhaoap d 1timal romponen Dasar Akuntabiltas Kinerja lntansi

Pemerintah (AKIP), terdiri atas:
1i cenilaian t"rriio"p f"n"r"p"n sistem Akuntabilitas lnstansi Pemerintah

(SAKIP), meliPuti :

a. Perencanaan Kinerja
b. Pengukuran Kinerja
c. PelaPoran Kinerja
d. Evaluasi lnternal
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2). Penilaian terhadap Capaian Kinerja

2. Penilaian pada 6 (enam) aspek indikator keberhasilan kinerja terhadap
capaian Akuntabiltas Kinerja lntansi Pemerintah yang mendukung Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, yaitu :

'1) Target kinerja dalam perjanjian kinerja;
2) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian

kinerja;
3) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
4). Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam

pembangunan jangka menengah; (Renstra)
5). Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil

(kinerja) yang telah dicapai; dan
6). Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target

kinerja.

E. Metodologi Monitoring dan Evaluasi
Metodologi monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Kinerja lnstansi
Pemerintah (LKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten dilaksanakan secara bertahap, antara lain :

1. Metode pengumpulan data/informasi
Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi
kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

2. Penelaahan pelaporan LKIP secara ringkas
Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis
ditingkat Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya,
terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan
kegiatannya.

3. Penyusunan Kertas Kerja Evaluasi
Kertas Kerja Evaluasi setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:
a) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja

dalam laporan kinerja;
b) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
c) Hal yang diEvaluasi dan langkah-langkah evaluasi yang dilaksanakan;
d) Hasil pelaksanaan langkah-langkah evaluasi dan kesimpulan/ catatan

evaluator.
4. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan pengolahan serta pengkaiian

data dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) evaluator terhadap dokumen
perencanaan dan laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020, yang disajikan dalam dokumen
Renstra, Renja, lndikator Kinerja Utama (lKU) Perjanjian Kinerja (Perkin),

Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) serta

dokumen pendukung lainnYa .

F Gambaran Umum Evaluatan
Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, didapatkan kondisi bahwa capaian
Akuntabiltas Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 telah cukup baik. Hal ini dapat dilihat

dengan adanya peningkatan prosentase pada beberapa aspek kinerja

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan bahwa Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menunjukan
komitmennya dalam mewujudkan kualitas dan penguatan akuntabilitas
kelembagaannya.



(, Gambaran Umum lmPlementasi SAKIP

sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah pada pokoknya adalah

instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggingjlwabkan keberhasilan dan kegagalaan pelaksanaan. misi

organisasi anru a BPKP, 2000: 63). Petaksanaan sAKIP itu sendiri terdiri atas

lima unsur dengan penjabaran sebagai berikut.

(1 ) Ren c an a Strateg is/Renstra
Perencanaan stratejik merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan

m6mperhiiungkqn potensi, peluang, dan kendala yang ada dan mun-gkin

timbul. Rencana strategik mengandung Visi, misi, tujuan, dan sasaran. Cara

mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan' program

kegiatanyangrealistisdenganmengantisipasiperkembanganmasadepan'
(2) Rencana Kneria

Perencanaankinerjamerupakanprosespenyusunanrencanakinerja
sebagaipenjabarandasardarisasarandanprogramyangtelahditetapkan
dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah

melalui berbagai kegiitan secira tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan

target kinerjaiahunin untuk seturuh indikator kinerja yang ada pada tingkat

""iarrn. 
Kegiatan rencana kinerla ini disusun setiap awal tahu.n. anggaran

dan merupaian komltmen bagi instansi untuk mencapainya dalam suatu

periode tahunan.
(3) Pengukuran Kineria' ' perigukuran kinerji merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk

meni-ingkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam

rangki menitai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

keglatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

dit6tapkan dilam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah

(LAN, 2000:47).
(4) Evaluasi Kineria

Evaluasi kinerji merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan

dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas

Oan furigs'i yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis

dan intlrpretaJi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dalam

melakukan evaluasi kinerja, hasilnya dikaitkan dengan sumber daya (inpul
yang berada di bawah wewenangnya, seperti sumber daya manusia'

dani/keurngan, sarana-prasarana, metode kerja, dan hal lainnya yang

berkaitan (LAN, 2000: 1)'
(5) Analisis Akuntabilitas Kneria

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja pada dasarnya menggambarkan

muatan 
'subsiansi 

akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk

mendapatkan gambaran yang memadai mengenai hakikat dari akuntabilitas

itu sendiri, yaitu mengenai t<ewaliuan untuk memberikan pertanggungjawaban

atau untuk menjiwab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak

yrng ,",iiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban'

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya'
Telah dilakukan evaluasi, namun rekomendasi Tim Evaluasi lnspektorat belum

sepenuhnya dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut:
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agar dalam dokumen
renstra menyajikan
lndikator Kinerja
Tujuan.

Perencanaan Kinerja:
Hasil evaluasi atas Dokumen
Rencana Strategis (Renstra) bahwa
dalam dokumen renstra tidak
menyajikan lndikator Kinerja Tujuan.

Oari hasil-evaluasi atas

Kualitas Pengukuran

direkomendasikan agar
membuat SOP

Pengumpulan data

kineria

. Pengukuran Kiner.ia :

Hasil pengukuran (lndikatoo kinerja
individu yang mengacu kepada IKU
unit kerja organisasi/atasannya,
penyajian dalam Pengumpulan data

kinerja - atas rencana aksi Yang
dilakukan secara berkala

penyusunan LaPoran
Kinerja lnstansi
Pemerintah (LKIP)
mengacu Pada
Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk
Teknis Perjaniian
Kinerja, PelaPoran
Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan
Kinerja lnstansi
Pemerintah

Agar dalam Dokumen
LKIP Menyajikan
analisis efesiensi
penggunaan sumber

agat sistematikaPelaporan Kinerja :

(1) Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi

Banten telah menyusun Laporan
Kinerja lnstansi Pemerintah
(LKIP), telah disampaikan tepat
waktu dan LKIP telah
menya.iikan informasi mengenai
pencapaian lKU. Namun format
laporan LKIP tidak mengacu
kepada PermenPan 53 Tahun
2014

(2) Laporan Kinerja . -belum
menyaiikan tentang lnlormasl

tentang analisis efesiensi
penggunaan sumber daya

lnformasi Yang
disajikan agar diiadikan
sebagai penilaian dan
perbaikan dalam
penyusunan pro9ram
dan kegiatan. Selain
itu, LKIP harus
menyaiikan informasi
yang jelas mengenai
keberhasilan dan
kegagalan dengan
didukung oleh data
yang lengkap dan jelas
serta LKIP harus
mampu dijadikan untuk
perbaikan kinerja

anisasi kede n

Evaluasi lntemal
LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi

Banten belum menyaiikan informasi
oencaoaian sasaran Yang
Lerorientasi outcome dan evaluasi
program belum dilaksanakan seca_ra

maksimal dalam rangka menllal

keberhasilan program dan evaluasi
program belum memberikan
rekomendasi-rekomendasi perbaikan

perencanaan kinerja Yang dapat
dilaksanakan.

./Agar ketika evaluasi
capaian dari tahun
sebelumnya diteliti
kembali keberhasilan
dan hambatannya'
keberhasilan dan
hambatan capaian
tersebut menjadi dasar
perencanaan target
tahun selan utn

Capaian Kinerja :

LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi

Banten belum menyajikan informasi
pencapaian sasaran yang

berorientasi outcome hanya
menyajikan target capaian kinerja
program
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Berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Banten tahun 2020, dapal kami sampaikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Banten memperoleh nilai Akuntabiltas Kinerja sebesar 79'13 (Tuiuh
puluh Sembilan koma Tiga belas) dari perhitungan nilai pada Lembar Kerja

Evaluasi (LKE) evaluator dengan kategori penilaian "BB" (Sangat Baik)'

Nilai tersebut, me.rupakan akumulasi terhadap 2 (dua) unsur penilaian utama,

yang meliputi Akuntabiltas Kinerja lntansi Pemerintah (AKIP) serta aspek indikator
(eoErnasiLn kinerja terhadap tapaian Akuntabiltas Kinerja lntansi Pemerintah,

terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan uraian sebagai berikut:

BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

b. Evaluasi atas Penqukuran Ki,neria '.

Penilaian terhadap 5 (lima) Komponen Dasar Akuntabiltas Kinerja lntansi

Pemerintah (AKIP), terdiri atas :

1. Penilaian terhadap penerapan sistem Akuntabilitas lnstansi Pemerintah

(SAKIP), meliPuti :

a. Evaluasi atas Perencanaan Kneia
Perencanaanfinerpait<ategorikan"sangatMemuaskan",dengannilai
27,39 alau 91,316/o dari bobot maksimal 30,00' Rincian penilaian

komponen ini adalah sebagai berikut:
1) Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Banten telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program'

indikatorkinerjasasaran,targettahunandantargetjangkamenengah
dan telah selaras dengan bidang kewenangan OPD'

2) Hasil evaluasi atas Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

(Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja) :

DinasPerumahanRakyatdanKawasanPermukimanProvinsiBanten
telah membuat Rencaha Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK)

yang memuat program, sasaran program dan kegiatan dan telah

meriyampaikan' do-kumen yang telah diformalkan dengan lembar

pernyataan kinerja yang diiandatangani oleh Gubernur dan Kepala

SKPD.

Pengukuran Kinerja dikategorikan
alau 78,75o/o dari bobot maksimal 1

"sangat Baik", dengan nilai 17,19
9,69. Rincian penilaian komponen ini

adalah sebagai berikut :

(1) Hasil evaluasi atas Pemenuhan Pengukuran

lndikator Kinerja Utama (lKU) Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah selaras dengan

dokumen LKIP. Namun mekanisme pengumpulan data kinerja belum

di buatkan SOP pengumpulan data kinerja'

(2) Hasil evaluasi atas Kualitas Pengukuran :

lndikator Kinerja Utama (lKU) Dinas Perumahan Rakyat dan

KawasanPermukimanProvinsiBantenyangtelahdiformalkandalam
dokumen lndikator Kinerja Utama (lKU), dan pengukuran kinerja

sudah dilakukan secara ber.lenjang, namun tidak adanya pengukuran

kinerja samPai Pada jenjang staf;

6
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c

(3) Hasil evaluasi atas lmplementasi Pengukuran :

a. lndikator Kinerja Utama (lKU) Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah dimanfaatkan untuk
pengendalian, pemantauan dan penilaian kinerja' serta telah
direviu secara berkala.

b. Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan
teknologi informasi namun belum dilampirkan bukti evidence
terkait.

c. Belum adanya hasil pengukuran capaian kinerja untuk Pejabat

setingkat Eselon lV keatas telah dikaitkan dan dimanfaatkan
sebagai dasar pemberian reward dan punishment
(kenaikan/penurunan jabatan dan pangkat).

Evaluasi atas Pelaporan Kineria '.

9,43 atau 62,86Yo
ponen ini adalah

Pelaporan Kinerja dikategorikan "Baik", dengan nilai
dari bobot maksimal 15,00. Rincian penilaian kom

sebagai berikut :

( 1). Pemenuhan PelaPoran :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Banten telah menyusun Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP)

dan telah menyajikan informasi mengenai pencapaian lKU,

pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, realisasi keuangan

dan realisasi fisik yang terkait dengan pencapaian kinerja, target

dan realisasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya dan analisis

efisiensi penggunaan sumber daya. lnformasi kinerja yang disajikan

telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kiner,ia

organisasi, perbaikan perencanaan dan digunakan untuk menilai

serta memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi'

Namun sistematika penyusunan dokumen LKIP tidak sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja , Pelaporan Kinerja lnstansi Pemerintah.

(2).

(3)

Penyajian lnformasi Kinerja :

Dalam dokumen LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi Banten tidak menyajikan informasi
pencapaian sasaran yang berorientasi outcome dan Laporan

kinerla belum menyajikan tentang informasi tentang

analisisProgram/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Pemanfaatan lnformasi Kinerja :

Dalam dokumen LKIP tidak menyajikan pembandingan data kinerja

yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun

sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan.

d. Evaluasi atas Evaluasi lnternal '.

Evaluasi lnternal dikategorikan "Baik"' dengan
dari bobot maksimal 10,00. Rincian penilaian

nilai 6,37 atau 63,67%
komponen ini adalah

sebagai berikut :

(1). Pemenuhan Evaluasi :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Banten telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi

yang dilaksanakan secara berkala dalam memonitoring pencapaian

Program dan Kegiatan.
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(2). Kualitas Evaluasi :

Evaluasi dan analisis hasil pelaksanaan program/kegiatan telah

menjelaskan output kegiatan, outcome, permasalahan dan

rekomendasi yang menjadi informasi peningkatan kinerja'

(3). Pemanfaatan Evaluasi :

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah dilakukan per triwulan, namun

untuk tindaklanjut dalam bentuk langkah-langkah nyata belum ada'

2 Penilaian terhadap Capaian Kinerja meliputi :

Pencapaian sasaian/ Kinerja Organisasi dikateg-orikan

dengan nilai 16,25 alau 81,25Yo dari nilai maksimal 20,00'

komponen ini adalah sebagai berikut :

"Memuaskan",
Rincian penilaian

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

PermukimanProvinsiBantenTahunAnggaran2020,menunjukanbahwa
pencapaian kinerja tahun 2020 rata- rata terkategori sangat baik, karena rata

-ratapencapaiannyalebihdarig0,dansatuprogramkegiatanyangtldak
jadidilaksanakanditahun2020.Meskipundemikianbahwaperkembangan
capain kinerja dari tahun ketahun lebih baik.

penitaian pada 6 (enam) aspek indikator keberhasilan kinerja terhadap

""p"i"n 
Akuntabiltas Kinerja intansi Pemerintah yang mendukung Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, yaitu :

1. Target kinerja dalam perjanjlan kinerja.
firiet fineila dalam O'oXumen L(lP telafr selaras dengan Target Kinerja

dalam dokumen Perjanjian Kinerja

2. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.
- p"ng;[rtrn capaian kinerja dalam dokumen LKIP telah sesuai dengan target

perjanjian kinerja.

3. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dglSqJl tahun sebelumnya- 
peniukuran capaian kinerja tahun 2020 lebih baik dari tahun sebelumnya

4. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam

pembangunan jangka menengah (Renstra)

batam a-otumen [Ktp tiaaX menyajikan perbandingan target pembangunan

[ngka menengah yang ada dalim dokumen Renstra sehingga tidak bisa

meiihat keberhasila capaian kinerja tahunan'

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja)

yang telah dicaPai.'Dini. P"rrr"han Rakyat dan Kawasan Permukiman sepanjang Tahun

Angg"r"n 2020 telah melaksanakan program kegiatan dens?Jl . "aq13n
."in'ri.f."n yang terlihat dari pencapaian indikator rata - rata diatas 90%'

O"ng"n tetaf mitakukan efesiensi pada alokasi anggaran bahkan Jellaqat
lndikator yang menunjukan efesiensi anggaran sangat tinggi' yaitu indikator

persentasL p-enyelenigaraan bangunan dan lingkungan kawasan strategis

Provinsi.

6. Analisis program dan kegiatan yang menduku.ng pencapaian target kinerja'

Dalam EjokJmen LKlp ti-oat< m6nyilitan Analisis Program dan Kegiatan yang

,"nJrf.ung pencapaian target kinerja sehingga program dan kegiatan tidak

dapat teruliur dalam mendukung capaian target kinerja'
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Dalam poin-point yang terdapat pada 2 (dua) unsur penilaian utama, menyajikan hasil

penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas satuan Ker,ia Perangkat Daerah. yang

ielah dituangkan daiam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan

kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

b. Evaluasi atas Penqukuran Kneria
1. Dari hasil-evaluasi atas Kualitas Pengukuran direkomendasikan agar membuat

a Evaluasi atas Perencanaan Kineria
Dari Hasil evaluasi atas Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas

2

Evaluasi atas Pelaporan Kineria '.

d. Evaluasi atas Evaluasi lnternal :

Perumahan Rakyat. dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah memuat

visi, misi, tujuan,-saiaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan

target jangka menengah dan telah selaras dengan bidang kewenangan OPD'

SOP Pengumpulan data kinerja
Agar membuat pengukuran kinerja sampai pada jenjang staf;

1. Dari hasil evaluasi atas evaluasi pelaporan kinerja maka direkomendasikan

agar sistematika penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP)

mlngacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara- Dan

Refoimasi' Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja lnstansi Pemerintah
2. Agar Dalam dokumen LKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang

bJrorientasi outcome dan Laporan Kinerja belum menyajikan tentang informasi

tentang analisisProgram/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
3. Aglr-Dalam dokumen LKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang

mimadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan

pembandingan lain yang diperlukan.

lnformasi yang disajikan agar dijadikan
penyusunan program dan kegiatan.
informasi yang jelas mengenai ke
didukung oleh data yang lengkap dan j

e. Evaluasi atas Ca ian Kin

untuk perbaikan kinerja organisasi kedepan.
Hasil evaluasi Rencana Aksi telah dilakukan per triwulan, namun belum ada

tindaklanjut dalam bentuk langkahJangkah nyata.

sebagai penilaian dan perbaikan dalam
Selain itu, LKIP harus menYajikan

berhasilan dan kegagalan dengan
elas serta LKIP harus mampu dijadikan

LKIP atas capaian kinerja daPat
itungan (formulasi) Yang valid,
pat dipercaya (komPeten) atas

1

2

1 Agar informasi yang disajikan dalam dokumen
diandalkan. dengan menjelaskan dasar perh

serta sumber data atau basis data yang da
hasil/capaian di tahun berjalan.

2. Dalam dokumen LKIP agar menyajikan secara jelas terkait Kinerja Yang

Dilaporkan Output dan Outcomenya.
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BAB lll. Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja lnstansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten Tahun 2020 untuk mendapatkan perhatian dan tindak
lanjut sebagaimana mestinYa.

INS

P
NIP.

bi

Tembu n disamoaikan keoada:
1

2
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (

Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Banten
sebagai laporan);

10323198

INSIBANTEN,

Madya
9031 009

S
SMAY
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KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEIMERINTAH

PROVINSI BANTEN
DINASPERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUIiIMAN

A. PERENCANAAN KINERJA 300/0

Tujuan telah disertai target keberhasilannya

5

I Renstra telah diPUblikasikan

b KUALITAS RENSTRA 5%

12
13 lndikator kineda sasaran loutcome dan ouput) telah memenuhi

kriteria i r kine n baik

15

17 Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya

di K n

'18 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan

ox

7

8

men R n

Targetjangka menengah dalam Renstra telah dimonitor

pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan

20 Dokumen Renstra telah dirqviu secara berkala

PERENCANAAN K INERJA TAHUNAN 20%

a.IPEMENU HAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

Dokumen erencanaan kiner atahunan telah disusun

2
PKtelah men a ikan IKU

4 PK telah di ublikasikan

Ke

B

6

9

10

lndikator kinerja sasaran dan has

mem hi kriteri

11 Dokumen PK telah m

diteta alam
12
13 Rencana Aksi at

I dik
4

il program (outcome) telah

IK tor k an k

enetapkan hal-hal yang seharusnya
k kin oas f

as Kinerja telah mencantumkan target secara

LN a

.. KONTROL
KERANGKA LOGISNO

,|

27.3991.31%
9.0990.94%PERENCANAAN STRATEGIS 'lo%
2.00a PEMENUHAN RENSTRA

Y
1 Renstra SKPD telah disusun

Renstra telah memuat tujuan Y2

OK
itetapt<an telatr dilengkapi dengan ukuran

r).hasilan
3 Tujuan yang d

OK1.00Y

OK1.00
Dokumen Renstra telah memual indikator6 kinerja sasaran

OK1.00h an nte Utta ItaI et a mh me Uuk em Rn n t asoD OK'1.00
aiikan IKURenstra telah men

1.00Y

96:88%
OK1.00

OKsitan lindit<ato4 tuluan (outcome) telah11 ukuran keberha
n uLu bairhasilnuhi

OK1,00
Sasaran telah beroientasl hasil

OK1.00an baika diteta kan denet kine14 Tar
OK1.00

.afil !atalku u

Program,4(egiatan merupakan cara untuk mencapal

ran/ha OK0.75Bn PR MJ Dao n oD eu mkI aI dS neR Sn I tea ahoD uk m n e16
ox

2.25
c. IMPLEME NTASI RENSTRA

OKo.7 5B

ox0.75

OK0.75B

18.3091.50%
3.5087.50%
1.00Y

OK1.00YPK) telah disusunPe an aian Kine o(0.50
OK1.00Y

10.00100.00%
b 100
5 Sasaran te lah bercrientasi hasil

1.00

OK1.00an baikkan denTa et kineqa diteta7 OX1:00
iatan meru akan cara untuk menca aisasalan8 Ke

ran memaoa
Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh

OK
Dokumen PK telah selaras dengan RPJN'lID/Renstra

1.00

OK1.00Ya sudah adaRencana Aksi atas Kine
OK

Y
Rencana Aksi atas kinerja telah mencan

komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam
tumkan sub kegiatan/

4.80c iMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%}

. ' KOIVIPONEN/SUB KOMPONEN Y NILAI
4

-r00.00%
'1.00

1.00

1.00

1.00

ootrrn e,n nenstra teufmremuat sasaran

4.84

1C

1.00

'1.00 OK

1,00

OK

ox

1.00 ox

100

OK

11.00

or{

80-00%



5 Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan
anggaran Y '1.00 OK

B 0.75 or(

Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya
secara berkala B OK

18 Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan
pengorganisasian kegiatan B 0.75

1 Perjanjian Kinerja telah dimanfaalkan untuk penyusunan
(identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon lll dan lV B o.75

B. PENGUKURAN KINERJA (25%) 7A.7 50/a
.19.59

I PEMENUHAN PENGUKURAN (5%} 100.00% 5.00
Telah terdapat ,ndlkator kineda utama (IKU) sebagai ukuran
kineria secan foflnal

Y T
2 Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon lll dan lV sebagai

turunan kinerja atasannya 1.00E
Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja 1.00 ox

lndikator Kineria Utama telah dipublikasikan Y 1.00

KUALITAS PENGUKURAN (I 2,5Y!) 82.50% ,t0.31

5JiKU tetah memenuhi kriteria indikator yang bal! 1.00 OK

ofxu teun cutup 
"ntuk 

menqukur kineia 1.00 ol<

TlTlKu unit keria telatr selaras denqan IKU lP B 0.75 OK

ukuran (lndikator) kinerja eselon lll dan lV telah memenuhi
kriteria indikator kinerja yang baik

o.75

o.75 OK

Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang

menoacu oada IKU unit keria orqanisasilatasannYa
B 0.75 OK

Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang 0.50

lZlFenqrmpulan data kinerja dapat diandalkan B
'13 Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara

berkala (bulanan/t nwulanan/semester)
1.00 o(

14 Y
teknolo inform

OK

IMPLEMENTASI PENGUKURAN 7 5"/" 58_33% 4.38
IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen4okumen

naan dan enqan n
B 0.75 OK

B OX

B 0.50 OK

c 0.50 ox

IKU telah direviu secara berkala B 0.75

B 0.50 OK

C. PELAPORAN KINERJA (15%) a2.a6% 9-43

PEMENUHAN PELAPORAN 3% 87.50% I
,1 La oran Kine a telah disusun Y 1.00

2 La oran Kiner a telah disam aikan te at waktu Y 1.00

3lLaporan Kinerja telah di upIoad kedalam website Y 100 OK

Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian 0.50 OK

PENYAJIAN INFORMASI KINERJA 7 5% .54.71% 4.10

5
C ox

Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang

k n
B 0.75 o(

7
ca n

B ox

0.50 OK

16

17

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk
mengukur keberhasilan

lndikator kinerja eselon lll dan lV telah selaras dengan indikator
lkrn atasann a

'16

17 Target kinerja eselon lll dan lV telah dimonitor pencapaiannya

18 Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon

llV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar
pemberian) rewald & punishment

19

en endal m n an ki rK la

4

8

9

10

B

4

6

ox

OK

1 1.00

OK

.

B OK

11 c
ot(

Y

Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan J.00

lll.

IKU telah dimanfaatkan untuk penllaian kinerja

0.50

OX

2A Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk

OK

tKl t

Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran
yang berorlentasi outcome 0,50

Laporan Kineia menyajikan evaluasi dan analisis mengenai ',0.75

I Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang
memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun
sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan



Laporan Kinerja menyajikan inlormasi tentang analisis efisiensi
penggunaan sumber daya

10 Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait
denoan Dencaoaian sasaran kineria inslansi

11 lnformasi kineria dalam Lapo ran Kineria dapat diandalkan c

l PEI\I,IANF INFORMASI KINERJA (4,5%)

12 lnformasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kineria

13 lnformasi yang disajikan telah digunakan dalam Pehaikan
Derencanaan

14 lnformasi yang disajikanlelah diguoakan unluk menilai dan
mempehaiki pelaksanaan program dan kegiatan "l
:nformasi yang disajikan telah digunakan untuk Peningkatan
k

16 lnformasa yang disajikan telah digunakan untuk penilaian

ki

D. EVALUASI INTERNAL 10%
PEMEN U HAN EVAL

1 Terdapat pemantauan mengenai kemaiuan pencapaian

a
2 Evaluasi dilakukan
3 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan

Hasil evaluasi telah disa paikan dan dikodunikasikan
!h ih ti a

KUALITAS EVALUASI (5%)

5 Evaluasi oroqram dilaksanakan dalam rangka menilai

keberhasilan program

6 Evaluasi oroqram telah memberikan rekomendasi-re komendasi
perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan

7 gvatuasi plggfal etah memberikan rekomendasi -rekomendasi

peningkatan kineria yang dapat dilaksanakan

8 Pemantauan 8g!ga!g-A!gldilaksanakan dalam rangka

menoendalikan kineria
I Pemantauan Bglga!3fl8gltelah memberikan alternatif

10 Hasil evaluasi 8cl@Aksitelah menuniukkan perbaikan

setiap periode

PEMAN FAATAN EVALUASI 1.50

1'l Hasil evaluasi plgglalltelah ditindaklanjuti untuk perbaikan

pelaksanaan program di masa yang akan datang

12 Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk

E. PENCAPAIAN N/KINE
G D TKIN ERJA 4.00

1 Ta d at di
2 ian ki lebih baik dari tahun sebelumn B

3 lnformasi men ikine ada at diandalkan B

KINERJ ANG DILAPOR 17 5% 12.25

4 T d tdi
5 ian kine a lebih baik daritahun sebelumn

6 lnformasi men nai kin ada diandalkan

79.13

r 62.88NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP

KETERANGAN:
iur-rs nnlm rr.rsraNSt/UNtT KERJA PADA KoLoM YANG BERWARNA HIJAU SESUAI DENGAN KoNTEKS

KETIK 'Y' ATAU 'T PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN "Y/T'

KETIK,A, ATAU 'B' ATAU ,c.ATAU .D,ATAU .E, PADA KoLoM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN ,4"

UNTUK PERTANYAAN E.4-16 JAWABAN DITULIS PADA KKEl-I' KKEl-II, DAN KKEl-III

c U.JJ oi{

c 0.50 OK

05 OK

60-000/. 2.7 )

Y 1.00 OK

c 0.50 OK

0.50 OK

c 0,50 OK

c 0.50 OK

63.670/" 6.37

,) 93_7 50/" 1.88

Y 1.00

Y

1.00

B 0.75 o(

. s9.83% 2.99

B 0.75 OK

B 0.75 ol<

B OK

c 0.50 ox

c 0.50 OK

OKc 0.34

. '30/"1 50.009

c 0.50 o(

0.50 OK

12rl0/"1 81.25 16.25
80.00%

B 2.

1.

245.009

2. 0
5.1 )0

79.',t3'/"


